KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1209 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL HUDA KABUPATEN MALANG
PROVINS] JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang -a. bahwa dalam rangka meningkatkarn

Mengingat

nkses pendudikan
Raudhatul  Athinl  yang  bermuti, perlu memberikan

kesempatan masyarpkat melalhii orgamsas: herbadan hukum
uniuk menyvelenggarmkan Raudhatul Athfal  sesum dengan

standar nasional pendidikin,

b, bahwa masa berlaku win upu:-mm'urm!.rpcmlirmn Rau:lh.ul_ul
Athial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

ielah halns,

¢. bahwa Haudhatul Athfal scbagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan uu  iclah memenuhn  persyaratan
perpanjangan zin  pendirian/operasional Raudhatul Athfal
berdasarkan Fekomendasi dan Kepalda Kantor Krmenlerian

Agama KABUPATEN MALANG Nomor :
Kd.15.35/02/PP.00.4/973/2016 Tangeal 29 JANUARI
2016,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a hurul b dan hurufl ¢, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilavah Kementerian  Agama
Provins:  Jawa Timur trotang  Perpanjangan lzin
Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL

HUDA KABUPATEN MALANG Provinsi Jawa Timur.

;1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 entang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Imdonesia Nomor $301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Naswonal Peodidikan [Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendsdikan [Lembamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5670);



Peraturan Pemenntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesun Nomor AR6:4);

Peraturan  Pemerintah  Nomer 17 Tahun 2010 tlentang
Pengrlolaan  dan  Penyelenpgaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5150)
sehagaimana telah  diubah dengan  Peraturan Pemenntah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubmhan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 wentang Pengelolaan dan
Penyelenggarann  Pendidikan  (Lembaran  Negara Repubhk
Indonesin Tahun 20010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 5157)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang  Standar Sarana dan  resarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibticlavah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah  Tsanawivah, dan  Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alvah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentern Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minumal Pendidikan di Kabupaten/ kota,

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelengparaan Pendidikan Madrasah, scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mentent Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggarnan Pendidikan
Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 20014 tentang Petunjuk Tekmis Penddinan Madrasah
Yang [Mselenggarnkan oleh Masyvarnkat,

Keputusan Dircktur Jendeml Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan [zin
Pepndirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
lzin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen lzin Pendinan Madrasah;



Menectapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN -

! KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANCG  PEMUERIAN  1ZIN  PENDIRIAN  /  OPERASIONAL
RAUDIATUL ATHFAL MIFTANUL 1UDA KADUTATEN MALANG
PROVINST JAWA TIMURK

- Memberikan perpanjangan wein pendirian/operasional Raudhatul

Athfal kepada Haudhatul Athfal schagaimana tercantiom dalam
Lampimn  vang merupakan  bagian  tdak  terpisahkan dari
Keputusan ini,

- Pemberian zn operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU  dapat  dcabut  apabils Roudhatul  Athfal  vang
bersangkulan melakukan pelangaran weaiial dengan ketentuan
pernturan perundang undangan;

¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

vt o b odi Sicduanjor
pada tanggnl 22 Januarn MR

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS] JAWA TIMUK,

AMSUL BAHRIF A




IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIRERIKAN PERPAN.

1 Nama Raudhatul Athfal

2 Nomaor Statistik Madrasah

3 | Alamat Raudhatul Athfal
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KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINST JAWA TIMUR,
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